BAB IV

ANALISIS MAQASID AL-SHARI@H TERHADAP AHLI WARIS

PENGGANTI DALAM HUKUM PERDATA

A. Ahli waris pengganti menurut hukum perdata

Perlu dibedakan antara mewarisi sendiri atau uit eigen hoofde dengan
mewarisi atas kekuatan pergantian tempat atau krachtens plaatvervulling.
Pewarisan dengan mewarisi sendiri apabila ia mewaris berdasarkan
tempatnya diantara saudara sedarah dari si pewaris.? Sedangkan pewarisan
dengan cara penggantian adalah seseorang yang karena tidak adanya ahli
waris karena meninggal maka ia menggantikan posisi ahli waris tersebut
sebagai ahli waris pengganti. Dengan tidak adanya penggantian maka akan
menimbulkan ketidakadilan apabila yang mewarisi adalah anak-anak dari
pewaris yang masih hidup saja, sedangkan cucu dari pewaris yang anaknya
telah meninggal terlebih dahulu tidak bisa mendapatkan warisan dengan cara
menjadi ahli waris pengganti. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut
maka dalam keadaan tertentu undang-undang membolehkan mewarisi dengan

cara penggantian tempat.

! van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, (Bandung: Eresco, 1993), 14.
2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Prenada Media
Group, 2010), 266.
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Ada tiga macam penggantian tempat dalam hak waris® :

1. Penggantian dalam garis menurun ke bawah, penggantian ini tiada
batasan. Setiap anak yang meninggal terlebih dahulu maka digantikan
oleh anak-anaknya.

2. Penggantian dalam garis menyamping, berlaku bagi saudara pewaris,
baik kandung maupun tiri, apabila meninggal lebih dahulu maka
digantikan oleh anak-anaknya, penggantian ini juga tiada batasnya.

3. Penggantian dalam garis menyamping, dalam penggantian ini yang
menggantikan sebagai ahli waris bagi yang memiliki hubungan lebih

jauh dari saudara, seperti paman atau keponakan.

Dalam hal penggantian tempat sebagai ahli waris pengganti juga perlu
diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar disebut penggantian,

sebagaimana berikut® :

1. Orang yang tempatnya digantikan harus telah meninggal dunia. Jadi
penggantian tidak bisa terjadi apabila orang yang tempatnya diganti
masih hidup dan misalnya menolak menjadi ahli waris ataupun ia adalah
seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris.

2. Penggantian hanya bisa berlaku apabila ada keturunan yang sah. Pada
keturunan luar kawin tidaklah ada kekerabatan darah antara anak dan para

kerabat ibunya atau kerabat bapaknya.

3 -
Ibid., 266.
*Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers,1992), 386.
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3. Orang yang mewaris pada penggantian itu sendiri haruslah ada pada saat
kematian pewaris dan ia bukanlah orang yang tidak patut menjadi ahli
waris.

B. Analisis magag®l al-shari@h terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Pasal 840 KUH Perdata :

“Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli
waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan
dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka, tetapi orangtua ini
sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan

yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang
tua”

Pasal diatas menjelaskan bahwasanya anak-anak dan orang-orang
yang telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris serta pewarisan yang
terjadi karena kesalahan orang tua, dalam hal ini bisa dimungkinkan orang
tua membunuh kakek atau nenek untuk menyegerakan mendapatkan
warisan, maka orang tua tidaklah bisa menikmati harta yang seharusnya
dimiliknya karena kewarisan, hal ini disebabkan karena perbuatan orang
tua yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang tidak patut menjadi
ahli waris. Namun disisi lain anak-anak mereka bisa menikmati harta
peninggalan karena menjadi ahli waris pengganti atas orang tua mereka,
meskipun orang tua mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang tidak patut.
Penetapan akhir pada pasal tersebut adalah orang tua tidak memperoleh
hak untuk memetik hasil dari barang warisan tersebut dalam keadaan anak
yang belum dewasa, seperti diketahui bahwasanya barang-barang milik

orang yang belum dewasa wajib ditangani oleh orang tuanya.
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Menurut Amir Syarifudin® seseorang yang dengan dinyatakan
terhalang dari hak kewarisan, dalam hal ini membunuh pewaris, maka
dinyatakan sebagai orang yang tidak ada. Ketika orang tersebut tidak
memiliki ahli waris, maka sampai disinilah sistem kewarisan berhenti,
namun apabila memiliki ahli waris, maka ahli waris yang masih hidup dan
terdekat yang menjadi ahli waris pengganti atas orang tua yang telah
dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris. Ahli waris pengganti
menggantikan orangtuanya haruslah kerabat terdekat (anak), hal ini
dikarenakan anak adalah keturunan yang sah dari orang tuanya, meskipun

pewarisan terjadi karena perbuatan orangtua.

Pakar hukum perdata seperti Asser Mayers menetapkan bahwa
seorang anak bisa menggantikan posisi orang tuanya karena ketidakpatutan
orang tua menjadi ahli waris. Sependapat juga dengan Klaassen Eggens
yang menyatakan bahwa seorang anak bisa menggantikan seorang ahli
waris yang diberhentikan dari haknya sebagai ahli waris. R. Wirjono
Prodjodikoro juga lebih condong dengan penetapan Mayers dengan alasan
bahwa anak tidak pantas dapat dirugikan oleh tindakan salah satu orang

tuanya.’

Berbeda dengan Asser Mayers dan Wirjono Prodjodikoro yang
menyatakan bahwasanya anak tidaklah pantas dirugikan atas tindakan

salah satu orangtua, Vollmar justru berpendapat bahwa penggantian itu

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 202.
® Oemarsalim, Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 143.
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tidak dapat ada apabila orang yang tempatnya diganti masih hidup dan
misalnya menolak warisannya atau ia adalah ahli waris yang tidak patut
menerima warisan, atau bahkan haknya telah dicabut oleh pewaris untuk

mewarisi.’

Hazairin sebagai salah satu pakar hukum di Indonesia yang
mengedepankan asas bilateralnya menyuguhkan beberapa kemungkinan
tentang ahli waris pengganti. Pertama, ahli waris pengganti yang semula
bukanlah ahli waris namun bisa menjadi ahli waris dengan ditiadakannya
kedudukan orangtua karena perbuatannya yang menjadikannya sebagai
pengahalang waris, maka anak bisa menjadi ahli waris yang semula
bukanlah ahli waris. Kedua, ahli waris pengganti yang semula terhijab oleh
orang tua untuk mewarisi, karena perbuatan orangtua yang menjadikannya
penghalang waris maka ahli waris pengganti (anak) bisa mewarisi harta
warisan. Ketiga, bagian ahli waris pengganti menjadi lebih banyak, karena
pada awalnya hanya mendapatkan bagian sebagaimana yang didapatkan
oleh cucu, karena orang tua mereka ditiadakan kedudukannya, maka bagian
cucu lebih besar karenaa menggantikan posisi orangtua mereka. Keempat,
bagian ahli waris bisa menjadi sedikit, berlaku apabila ahli waris pengganti
berjumlah lebih dari seorang, maka harta warisan haruslah dibagi sesuai

jumlah ahli waris pengganti.

"H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, ( Jakarta: CV Rajawali, 1992), 386.
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Menjadikan anak sebagai ahli waris pengganti atas orangtua yang
kedudukannya dinyatakan ditiadakan adalah sebuah penyelesaian problem
yang tepat. Karena adanya anak dari jalur kekerabatan merupakan salah
satu sebab-sebab menjadi ahli waris selain perkawinan, wala’ dan sesama
muslim. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak akan selamanya menjadi anak,
apapun kondisi dan situasinya, terlepas diakuai atau tidaknya oleh orantua,

anak selamanya tetaplah anak.

Disisi lain dengan dasar kekerabatan yang menjadikan anak sebagai
ahli waris pengganti adalah semata-mata untuk mengimplementasikan
magag®l al-shari@h yang diartika sebagai tujuan syariat Islam, yaitu
mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat serta kehidupan yang baik dan
terhormat. Islam memberikan pedoman yang menyeluruh meliputi segala
aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani
baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial masyarakat,
tujuan pencipataan hukum tidak lain untuk kemaslahatan dan kepentingan

serta kebahagiaan manusia seluruhnya di dunia dan akhirat.®

Pengimplementasian magag®l al-shari@@h pada permasalahan anak
menjadi ahli waris pengganti atas orangtuanya terlihat pada salah satu dari
lima tujuan magag®l al-shari@h yakni hifz}al-mal@ memelihara harta).

Memelihara harta dalam hal ini adalah tirkah dari pewaris yang diberikan

® Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 66.
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kepada anak sebagai ahli waris pengganti. Karena dalam Islam harta diatur

untuk dipelihara dan disalurkan secara baik dan benar.

Memberikan tirkah kepada ahli waris pengganti merupakan salah satu
memelihara harta dari pewaris agar tidak dipergunakan dijalan yang tidak
benar, terlebih apabila ada ahli waris yang ingin memeperoleh dan

mentasgrufkan dijalan yang tidak benar.

Pasal 841 KUH Perdata

“Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk
bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang
yang diganti”

Penggantian dari orang yang telah meninggal terlebih dahulu kepada
yang masih hidup (ahli waris pengganti) berlaku dalam penggantian
derajat, artinya derajat orang yang menggantikan sama dengan yang
digantikan. Sedangkan penggantian dalam segala hak orang yang diganti
dalam pengertian semua hak nantinya juga sama di berikan kepada
pengganti, ahli waris pengganti, dalam hal ini adalah bagian yang diterima
ahli waris pengganti sama dengan orang yang digantikannya.

Sebagaimana pendapat Amrullah Ahmad® yang sesuai dengan pasal
841 KUH Perdata diatas, mawal@ atau ahli waris pengganti berhak

menerima bagian sebanyak yang diterima oleh orang tuanya seandainya

mereka masih hidup, serta penggantian bersifat umum dan terbuka sampai

 Amrulah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), 66.
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keturunan terbawah sebagaimana disebutkan dalam pasal 842 dan 843
KUH Perdata

Pasal 842

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah,
berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diijinkan dalam segala hal,
baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-
sama dengan keturunan-keturunan maupun dari anak yang meninggal lebih
dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama,
seorang dengan yang lain, dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda
derajatnya”

Pasal 843

“Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus
keatas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu
menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh”

Dengan memberikan penggantian tempat kepada anak merupakan
penyelesaian problematika yang terjadi secara tepat, karena dengan anak
yang menggantikan maka salah satu sebab kewarisan dari jalur kekerabatan
akan tercapai. Namun berbeda halnya dengan Yahya Harahap yang
mempertanyakan patutkah melenyapkan hak seorang cucu leh karena di
tinggal yatim. Tentu tidaklah layak dan tidak adil dan tidak manusiawi
menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya
harus diperoleh orang tuanya hanya karena faktor takdir bahwa orang
tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.’® Terlepas dari perbedaan

diatas, hal terpenting lainnya adalah bagian ahli waris pengganti tidaklah

boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

19'M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi
Hukum Islamdalam Mimbar Hukum, Aktualisassi Hukum Islam, (Jakarta: Al Hikmah, 1996), 55
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Pasal 847 KUH Perdata

“Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih
hidup selaku penggantinya”

Seseorang yang masih hidup tidak diperbolehkan menggantikan
menjadi ahli waris terhadap ahli waris yang masih hidup pula. Bahkan
apabila seseorang tersebut onwaardig (tidak patut menjadi ahli waris )
sebagaimana yang disebutkan pada pasal 838 KUH Perdata maka anak atau
keturunan darinya tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dan menerima
warisan.

Mengacu pada pasal 840 KUH Perdata yang memperbolehkan anak
menikmati hasil (warisan) yang seharusnya dinikmati orang tuanya namun
karena kesalahan orang tuanya yang menjadikannya (onwaardig) maka
seharusnya seseorang yang masih hidup bisa bertindak menggantikan orang
tuanya yang masih hidup pula namun tidak bisa menjadi ahi waris karena
perbuatannya sendiri yang menjadikannya tidak patut menjadi ahli waris.
Serta dengan tetap menjadikan anak sebagai ahli waris pengganti atas
orang tua yang tidak patut menjadi ahli waris adalah penyelesaian
persoalan yang tepat, karena anak tidaklah pantas dirugikan oleh tindakan
salah satu atau bahkan kedua orang tua mereka. Bahkan bila anak tetap
menjadi ahli waris pengganti maka hak dari orang tuanya bisa ia nikmati,
karena seseorang yang terhalang dari hak kewarisan dianggap sudah tidak

ada.™*

1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 202.
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Dan apabila anak dari seseorang yang dinyatakan tidak patut menjadi
ahli waris bisa menikmati bagian warisan maka tujuan dari hukum Islam
(magagml al-shari@h) dalam hal ini akan tetap tejaga yaitu hifz}al-mal@
meskipun hubungan kekerabatan tidak akan terputus atas perbuatan orang
tua, dalam artian nasab tidak terputus karena orang tua anak dinyatakan

tidak patut menjadi ahli waris.
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